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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai fokus dan sub fokus 

penelitian berikut ini: 

1. Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan 

Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ditinjau dari: 

a. Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan belum 

sepenuhnya optimal, karena walaupun tahapannya sudah mengikuti 

peraturan yang ada mulai dari penyusunan RPJM-Des, RKP-Des,         

APB-Des hingga Penetapan dan pelaksanaan Perdes APB-Des, namun 

dari sisi partisipasi masyarakat dalam menghadiri terkait pembahasan 

perencanaan pengelolaan dana desa masih kurang, selain itu terdapat 

masyarakat yang hadir dalam pembahasan namun cepat pulang. 

b. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan 

dari segi mekanisme pencairan dana desa sudah dilakukan sesuai 

peraturan yang ada. Sedangkan dari segi pelaksanaan pembangunan 

sudah terdapat berbagai pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. 

Namum memang dalam pelaksanaan tersebut seringkali terjadi 

keterlambatan dalam proses pembangunannya karena persoalan 

tuntutan gaji dari masyarakat sebagai pekerja, sehingga dapat dikatakan 

proses pelaksanaan belum terlalu optimal.
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c. Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di 

Desa Dulamayo Selatan, dilakukan berdasarkan peraturan yang ada 

dimana pemerintah desa menyiapkan laporan pertanggungjawaban   

realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa sekaligus dengan 

rincian pendapatan. Akan tetapi dari sisi pelaksana kegiatan dalam 

membuat laporan fisik sebelum dan sesudah pekerjaan seringkali masih 

di bantu oleh aparat desa dalam pengerjaannya. 

d. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan, 

telah dilakukan oleh aparat desa, BPD, lembaga terkait, masyarakat 

maupun pihak inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Gorontalo 

namun dari waktu pengawasan yang dilakukan masih kurang intens. 

2. Faktor yang menentukan kebehasilan implementasi kebijakan pengelolaan 

Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten 

Gorontalo ditinjau dari: 

a. Komunikasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan, 

dilakukan melalui musyawarah dusun, desa dan sosialisasi. Akan tetapi 

sangat disayangkan tingkat kehadiran masyarakat masih sangat kurang 

sehingga aparat desa juga memasang baliho disetiap dusun sehingga 

semua masyarakat dapat mengetahui jumlah anggaran maupun kegiatan 

yang ada pada satu tahun anggaran. 

b. Sumber daya dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo Selatan, 

dari segi SDM, aparat desa terbilang mampu dalam mengelola proses 

administarasi, hanya saja dari tim pelaksana kegiatan masih mengalami 
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kendala karena kurang mampu dalam mengoperasikan komputer dalam 

membuat laporan fisik sebelum dan sesudah pekerjaan. Sedangkan dari 

segi sumber daya fasilitas juga masih sangat minim dalam menunjang 

pengelolaan dana desa. 

c. Sikap pelaksana dalam dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo 

Selatan belum sepenuhnya optimal, karena masih sering terjadi 

keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang seringkali tidak sesuai 

dengan batas waktu yang telah disepakati. 

d. Struktur birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Dulamayo 

Selatan belum maksimal, karena walaupun telah ada pembagian tugas 

dan tupoksi yang jelas berdasarkan SOP dan peraturan yang ada, tim 

pelaksana kegiatan belum sepenuhnya mampu mengelola dokumen 

administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan padahal hal tersebut 

merupakan tupoksi mereka. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka beberapa saran 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Sebaiknya, Kepala Desa Dulamayo Selatan dan jajarannya melakukan 

komukasi yang lebih intens dan memberikan motivasi dan dorongan 

terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang acuh tak acuh dengan 

pembangunan desa untuk dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan 

terkait dengan pengelolaan dana desa khusunya pada tahap perencanaan.  

Karena dengan adanya komunikasi yang baik maka partisipasi masyarakat 

juga akan meningkan. Disamping itu, sumber daya fasilitas penunjang 
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dalam pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan kembali agar dalam 

pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. 

2. Sebaiknya BPD bersama masyarakat dan juga aparat desa untuk dapat 

menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana desa dengan 

secara rutin, sehingga dalam proses pengawasan dapat berjalan dengan 

maksimal, karena proses pekerjaan senantiasa terkontrol dengan adanya 

proses pengawasan yang intens. 

3. Sebaiknya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melatih kemampuannya dalam 

mengoperasikan peralatan komputer, sehingga dalam proses pembuatan 

laporan fisik sebelum dan sesudah pekerjaan dapat dilakukan oleh TPK 

secara mandiri. Tidak hanya itu, diharapkan para TPK untuk dapat 

meningkatkan komitmen dalam mengelola keuangan desa agar kedepannya 

pengelolaan dana desa dapat berjalan optimal sesuai dengan tupoksi yang 

ada pada struktur birokrasi. 

4. Sebaiknya masyarakat meningkatkan sinergi dan kerjasamanya dengan para 

pihak aparat desa terutama bagi masyarakat yang menjadi pekerja dalam 

pelaksanaan pembangunan desa agar dapat bekerja dengan profesional dan 

tidak terlalu menuntut gaji yang tinggi karena dapat menghambat proses 

pembangunan yang berjalan di desa sendiri. 

5. Sebaiknya bagi Dinas terkait, untuk dapat memberikan pelatihan bagi para 

aparat desa Dulamayo Selatan terkait dengan pengelolaan dana desa, 

sehingga kedepannya proses pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih 

optimal dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan 

berkompeten. 
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